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Abstract

Political education, therefore, as such, has nad la central part in curriculum,
although what is often referred to as the hidderriculum could be argued to have
contributed to a political education of sorts, shgpthe attitudes of students towards
authority and implicitly forming the values of teeidents in such politically important
matters as social justice, racial and gender edyalor national loyality. But such
political formation would be implicit, and indeeket protesters in the 1970s against the
exploration in clasrooms of the rights and wrondsnaclear warfare did not see that
their own action enforced a particular political gition as the legitimate one to be
subscribed to by teachers.

Education and politics are inextricably linkedolitics is inseparable from
education, unless the country plans to generditerdte politicians’ who could not be
expected to lead the republic out of the currem$éas You cannot escape politics or
separate it from education. Politics is the wayrtanage the broad environment, and not
merely a struggle for power. Therefore it is thetydwf schools to help students
differentiate between good politics and bad pditic

Kata kunci: pendidikan politik, sosialisasi politgolitik pendidikan, hegemoni negara.

Pendahuluan

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu lyarsgngkutan dengan kekuasaan,
pemerintahan, proses memerintah dan bentuk orgapsmerintahan, lembaga/institusi,
tujuan negara atau pemerintahannya. limu politikmipghas secara sistematis dan
analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmal sasg paling tua di dunia. Tempat
asalnya diduga negara Yunani, pada zaman SokRi&te, dan Aristoteles

lImu politik adalah disiplin ilmu yang beroperatngan konsep dan ide filosofis
tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pes@my dan analisis tentang
pengorganisasian suatu negara, dengan tujuan aggatr bisa hidup makmur dan
bahagia. Ilmu tersebut diharapkan bisa memberigntidup yang baik. Maka pikiran-
pikiran politik Yunani di masa Plato merupakan canap dari legenda, mite, teologi,

alegori, dan religi. Plato menamakan pribadi mamusebagaihomo politicus yaitu



manusia politik secara abstrak, yang suka berpplithtuk menata masyarakat dan
negaranya, tanpa memandang asal dan derajatrsaudiegara.

Politik di abad pertengahan lebih banyak berkaii@mgan masalah-masalah
spiritual, moral, dan etis. Maka politik dan etiliaizaman itu tidak bisa dipisahkan satu
dari lainnya. Sedang paham politik modern yang Idgpmi oleh Machiavelli,
menyatakan bahwa yang penting bukannya bagaimdrausmya bentuk satu negara,
akan tetapi bagaimana caranya kita bertindak dalania politik dan diplomasi. Bagi
Machiavelli tercapainya tujuan adalah segalanyagalde cara bisa ditempuh untuk
tercapainya suatau tujuan.

Pendidikan adalah merupakan proses sosial dappsosialisasi manusia. Proses
sosial menjadi dimensi utama dari filsafat pendidik Adanya relasi sosial yang berbeda
dalam wadah suatu negara, yang bergantung padgampglan dekatnya relasi sosial
antara individu dengan individu lain, akan menyé&aabmunculnya praktek pendidikan
yang berbeda-beda. Sebagai contoh di negara deshakieng menghargai perbedaan
yang unik pada setiap individu. Oleh karena itingrenenyusun sistem pendidikan yang
sesuai dengan kondisi pribadi-pribadi yang unik tad

Di negara totaliter orang membatasi kebebasanviddi dengan jalan
memberikan pendidikan dengan palaiform ketat dan keras. Sistem pendidikannya
hanya ada satu, berdasarkan satu macam filsafadidiean. Guru-guru sikapnya
otokratis dan mutlak, serta mengajar dengan tabhgan Guru dengan ketat meneruskan
semua perintah dari kekuasaan politik yang jugaitetosifatnya. Bagi negara totaliter,
pendidikan adalah merupakan kekuatan politik. Kaii&npendidikan harus ada ditangan
negara, dan negara secara mutlak mengatur pendidikguan pendidikan di negara
totaliter adalah membuat manusia menjadi alat megar

Salah satu fenomena amat menakjubkan, bukan haagan filsafat politik,
tetapi juga dalam kesadaran nyata masyarakat adstalyakuan hampir universal
terhadap demokrasi. Meskipun seratus tahun yamgkiabanyakan orang di bumi ini
belum pernah mendengar apapun tentang demokrkarasg keabsahan etis dan politis
sebuah negara hampir di seluruh dunia diukur pattarkkedemokrasiannya. Dalam
negara demokrasi, juga tercakup hak-hak lain depet kemerdekaan pers, hak

menyatakan pendapat, hak memilih anggota perwakdkyat secara bebas dan rahasia,



hak kebebasan beragama, hak berorganisasi.Di neganakrasi ada kebebasan yang
sama bagi setiap warganegara, serta adanya pemgakbhadap nilai-nilai dan martabat
individu selaku pribadi. Pengakuan selaku pribadi mencakup pengertian bahwa
manusia itu: (1) berhak memenuhi segala kebutulaayang kodrati; (2) berhak untuk
meningkatkan derajat dan martabat dirinya; (3) dernendapatkan pengakuan terhadap
milik pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus ghyakan untuk, mendidik manusia
dan anak manusia supaya bisa berkembang dengars lbelna maksimal. Sanggup
melakukan realisasi diri, supaya bisa hidup sejahfBugas esensial negara demokrasi
ialah mengembangkan potensi-potensi rakyatnya déam damai dan adil. Generasi
muda harus mentransfer banyak warisan kebudayaaalnya bahasa, adat kebiasaan,
tingkah laku, norma, nilai, keyakinan beragamauilpengetahuan, teknologi, dan lain-
lain. Semua itu dilakukan lewat media pendidikalawhaklim yang bebas.

Lewat pendidikan anak didik memecahkan permasalahi@upnya, untuk
kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan damakean di hari-hari mendatang.
Oleh karena itu tingginya tingkat pendidikan daraft&kebudayan rakyat akan sangat
besar artinya, bahkan vital bagi pertumbuhan badgsanegara. Oleh karena itu, negara
sangat berkepentingan dengan pendidikan warga ameggrsehingga pendidikan harus
diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Di negara demokrasi, pendidikan tidak dilakukarwae drilling, dresur
indoktrinasj tekanan, dan paksaan dari atas atau dari ludukUnelakukan pendidikan
dengan bebas, dalam rangka mengembangkan kebelagaunsia, perlu adanya
masyarakat bebas, dan kebebasan dalam dunia pemditMenurut Plato dan Rousseau,
dinamika kodrati yang ada pada diri setiap maniadadn: (1) ambisi yang dinamis untuk
memperbaiki nasib sendiri; (2) hasrat untuk mengandiri ke taraf yang lebih tinggi;
(3) semangat untuk terus berjuang dan mendapatkarajkian dalam hidupnya. Alam
demokrasi mengakui nilai individu dan martabat gdilb Sedang negara demokrasi lewat
sistem pendidikannya bertujuan membentuk warga raegaenjadi pribadi dengan
identitas unik. Setiap individu harus mendapatkandudikan yang layak sebagai
manusia, disesuaikan dengan bakatnya. Tidak dag&ermmbangnya bakat dan potensi

manusia, jelas merupakan kesalahan politis daristgleng harus dikoreksi. Kesalahan



serta kegagalan ini tidak saja merugikan indiviéig bersangkutan, akan tetapi pasti
juga memiskinkan masyarakat dan negara.

Pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan tgoli Pendidikan dan sekolah
adalah merupakan pencerminan kekuatan-kekuat@al positik yang tengah berkuasa,
dan merupakan refleksi dari orde penguasa yangkatana itu tujuan pendidikan erat
sekali berkaitan dengan filsafat negara dan tujpahtik negara. Pendidikan juga
merupakan penjabaran dari filsafat negara dannypaditik negara. Pendidikan itu tidak
pernah netral. Artinya pendidikan bisa dipakai gabainstrumen untuk mencapai
kebebasan, atau justru digunakan sebagai alat umekperbudak, menindas dan
membelenggu sesama manusia oleh pihak-pihak yankudsa. Pendidikan sering
menjadikan anak didik sebagai objek, untuk tujualitik dan komersial tertentu. Dalam
kondisi ini pendidikan berubah wujud menjathnti pendidikan” disertai usaha
“dehumanisasi”.

Pendidikan Palitik

Kehidupan politik sangat mempengaruhi penyeleraggapendidikan, sebaliknya
pendidikan adalah institusi yang penting peranarsglam hal pengembangan bidang
politik. Coleman menyebutkan peranan sistem petabko dalam bidang politik, yaitu
(1) sosialisasi politik, yaitu sistem persekolalraarupakan institusi untuk sosialisasi
peserta didik terhadap budaya politik nasional; §@leksi dan latihan bagi kaum elit
dalam bidang politik; (3) integrasi dan pembangun&esadaran politik nasional.
Sosialisasi politik merupakan proses yang memberianungkinan bagi seorang untuk
mengalami internalisasi norma dan nilai suatu msistpolitik. Sosialisasi politik
sebenarnya bisa dilakukan oleh lembaga lain sepédluarga, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan smetissa, namun sekolah merupakan
sekolah salah satu agen sosialisasi politik yamgetging. Melalui sekolah seleksi
dilakukan kepada calon elit politk melalui intesakdan latihan berdemokrasi dan
kepemimpinan.

Di banyak negara berkembang pendidikan politik gemdidikan demokrasi
sering dianggap sebagdaken for granted or ignored’ yakni dianggap akan terjadi
dengan sendirinya  (gandal dan Finn dalam WinatapuR005:2). Pendidikan



demokrasi sebaiknya ditempatkan sebagai bagiargraitedari pendidikan secara
keseluruhan. Pendidikan demokrasi dapat dilakul@amal dua jalur, yakni lewat
pendidikan formal dan pendidikan non formal dalaasyarakat.

Pendidikan politik berperan sebaganaintenance atau persistenceintuk
memelihara sebuah sistem politik (Almond, dalam IShg 2000: 6.3). Pendidikan
Kewarganegaraan juga berfungsi sebaggtion and character buildingpagi bangsa
Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan juga besfusgbagai “representative
government under the rule of lawfnewujudkan pemerintahan yang demokratis
berdasarkan hukum. Adapun ciri pemerintahan dentiskemlalah: adanya konstitusi,
pengadilan yang independen, pemilu yang bebas,bksbha berpendapat, kebebasan
berserikat, dan diselenggarakannya civic education.

Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting latta membentuk kesadaran
warga negara tentang hak dan kewajibannya sesugadekonstitusi.Oleh karena itu
Pendidikan Kewarganegaraan  merupakan hal yangingent bagi terwujudnya
pemerintahan yang demokratis berdasar hukum.

Konsep budaya demokrasi sebagai kombinasi yamgoseig antara karakteristik
: rasional, aktif, memiliki informasi yang cukumtang politik, loyal pada sistem politik,
percaya dan patuh pada pemerintah, ada kepercagtarsesama warganegara (Almond
dan Verba, 1984:436). Ciri budaya demokrasi addlabrgainya nilai-nilai egalitarian,
pluralisme, keterbukaan, dialogis, persuasif, ifigsi kekuasaan, oposisi dsb.

Pendidikan politik merupakan faktor penting bagibentuknya sikap politik
warganegara yang mendukung berfungsinya sistemrpeaiean secara sehat. Negara-
negara yang sedang mengalami transisi demokraserhgdman sarana pendidikan yang
memungkinkan generasi mudanya untuk mengetahwartgrgengetahuan, nilai-nilai dan
keahlian yang diperlukan untuk melestarikan densikra

Pendidikan politik(political education)bertujuan menyiapkan generasi muda
untuk berpikir merdeka seputar esensi kekuasaampitiarpilarnya, seputar faktor-faktor
yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau bempgndalam masyarakat melalui
lembaga-lembaga. Esensi dari pendidikan politikaddanengaitkan aktivitas pendidikan
dengan praktek kekuasaan secara seimbang, bedamademokratis (Edgar Fore dalam
Utsman, 2000: 81).



Pendidikan politik merupakan suatu proses dialagisra pemberi dan penerima
pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakagenal dan mempelajari nilai-nilai,
norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideakidberbagai pihak dalam sistem
politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partditiggRamlan Surbakti, 1992:117).

Pendidkan politik adalah usaha sadar untuk mermgpbases sosialisasi politik
masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghbhgtti nilai-nilai yang
terkandung dalam suatu sistem politik yang idealgyhendak dibangun (Alfian, 1990:
245). Sosialisasi politik adalah merupakan pendidigolitik dalam arti yang longgar.

Manfaat pendidikan politik dapat melatih wargamagegar meningkat partisipasi
politiknya. Lewat pendidikan politik individu diajean bagaimana mereka
mengumpulkan informasi dari berbagai media masgerienalkan mengenai struktur
politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembagenprintahan (Almond dan Verba,
1984: 447).

Jadi pendidikan politik itu adalah suatu prosesapaman nilai-nilai politik yang
dilakukan secara sengaja, terencana, bisa befeifictal maupun informal, dilakukan
secara terus menerus dari generasi ke generasiwagga negara mau berpartisipasi
dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak KHewajibannya secara bertanggung

jawab.

Sosialisai Politik

Sosialisasi politik dalam arti luas adalah mergpakara bagaimana masyarakat
mentransmisikan budaya politik dari suatu genekasgenerasi berikutnya (Kennet P
Langton dalam Cholisin, 2000: 6).

Sosilisasi politik adalah bagian dari proses digsisi, yang bertujuan khusus
untuk membentuk nilai-nilai politik, yakni tentabggaimana seharusnya setiap anggota
masyaraakat berpartisipasi dalam sistem politikn@xd dan Verba, 1984: 447).

Sosialisasi politik adalah suatu proses pembentieap dan orientasi politik
para anggota masyarakat. melalui sosialisasi koaiitilah para anggota masyarakat
terbentuk sikap dan orientasi politiknya (Ramlanb@iti, 1992:117).

Sosialisasi politik merupakan suatu proses transdei nilai-nilai politik dari

masyarakat kepada individu. Proses ibi bisa beslamg terus menerus sejak masa



kanak-kanak sampai usia lanjut, selama hidup bé#laddri maupun tidak. Proses
pewarisan nilai-nilai politik dari generasi ke geas berikutnya ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman mengenai proses politik yeaang berlangsung di negaranya,
sehingga diharapkan setiap anggota masyarakat srparbsipasi dalam sistem politik

(Nazarudin, 1993: 88).

Ada lima teori mengenai sosialisasi politik: (1)edfi Sistem; (2) Teori
hegemonik; (3) Teori Psikodinamik; (4) Teori betagasial dan; (5) Teori perkembangan
kognitif (Prewitt & Dawson, dalam Cholisin 2000365.5).

Teori Sistem Menutut Teori Sistem, sosialisasi politik dianggamainkan
peranan utama dalam menjaga kestabilan politikngga memungkinkan sistem politik
yang sama berlaku terus menerus sehingga mencapdeaiada dalam suasana mapan.
Sosialisasi politik menurut teori ini diarahkantwin memelihara dan mengembangkan
sistem politik yang ideal, yang ingin dibangun. Bhgngsa Indonesia sistem politik
demokrasi yang ideal adalah sistem demokrasi ygmgadoleh nilai-nilai Pancasila.

Teori Hegemonik. Menurut Teori hegemonik sosiaigaditik diarahkan oleh
kelompok kekuatan politik yang dominan. Dalam sistei kelompok yang berkuasa
mengarahkan kelompok yang dikuasai sesuai dengagikan yang sedang berkuasa.
Sosialisasi politik diarahkan untuk kepentingamokgbok yang sedang berkuasa, bukan
untuk kepentingansistem politik yang ideal.

Teori Psikodinamik. Menurut teori ini, pengalangada usia dini (kanak-kanak)
meninggalkan kesan yang sangat mendalam terhadambepéukan kepribadian
seseorang anak dan setelah mereka dewasa akarpometeshadap berbagai peristiwa
ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan masa awal. [Parspektif ini, kebutuhan-
kebutuhan tersebut akan diadopsi anak ke dalamapgad dunia politik, terutama yang
akan memberikan kepuasan terhadap kebutuhan prisaddengan demikian, kebutuhan
dan pengalaman pribadi yang terbentuk pada mash awak-anak akan menentukan
orientasi politik seseorang.

Teori Belajar Sosial. Teori ini merupakan kebatikkari Teori Psikodinamik yang
menekankan faktor internal sebagai penentu orieptgik seseorang. Teori Blajar
sosial menekankan pada faktor eksternal, yaiturpaaan stimulus dan penguatan dari

lingkungan. Pesan-pesan yang diterima individu i dagkungan merupakan faktor



yangkrusial dalam menentukan pandangan yang alealogbsi seseorang. Pandangan
yang positif diantara anak-anak terhadap kekuasemmurut teori ini dikarenakan
pesan yang diterima anak dari keluarga, guru dadiangang memperhatikan figur
penguasa.

Teori Perkembangan kognitif. Teori ini menekankpada interaksi antara
lingkungan dan perkembangan kapasitas berfikividd. Menurut teori ini kemampuan
respon dan pemahaman individu tentang sesuatu dialgkangannya, sangat ditentukan
oleh kapasitas pemikirannya.

Bagi negara demokrasi, sosialisasi politik yangaldikan sebaiknya yang
mendukung pengembangan budaya demokrasi. Oleh&érersosialisasi politik yang
tepat adalah mengacu pada Teori Sistem dan TedajaBeSosial. Sedangkan Teori
Psikodinamik dan Teori Perkembangan Kognitif dapeakengkapinya.

Agen-Agen Pendidikan Politik

Sarana sosialisasi politik meliputi, keluarga, adek, kelompok pergaulan,
pekerjaan, media massa, serta kontak-kontak pdéitigsung (Almond dalam Mochtar
Mas’oed, 1987:37).

Di dalam keluarga, anak memperoleh pemahaman-mitaj sikap-sikap dan
orientasi yang diperkenalkan oleh orang tuanya.g@endemikian anak memperoleh
sosialisasi yang pertama kali baik secara langsuagpun tidak langsung, sehingga
dapat tertanam cukup kuat dalam benak anak terskblitarga memberikan pengaruh
dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenangealarakaan. Di dalam keluarganya
anak akan memperoleh pengalaman berprtisipasindadanbuatan keputusan keluarga,
sehingga dapat meningkatkan perasaan kompeterisk polak, memberikan kecakapan
untuk melakukan interaksi politik, serta membuatisfaih berpartisipasi dengan aktif
dalam sistem politik setelah dewasa.

Di sekolah anak akan menerima sosialisasi pd#itara sistematis dan terencana.
dari sinilah anak memperoleh pengetahuan tentanta guolitik dan peranan mereka di
dalamnya. Sementara itu, di dalam kelompok pergawdatiap anggota mempunyai
kedudukan yang relatif sama dan saling memilikiidkakatan yang erat. Kelompok

pergaulan tersebut mensosialisasikan anggota-aaggotdengan cara mendorong atau



mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadtap sitau tingkah laku yang dianut
oleh kelompoknya. Di lingkungan pekerjaan individdividu mengidentifikasikan diri
dengan kelompoknya.

Proses sosialisasi politik terdapat dua tipe, uydipe sosialisasi politik tak
langsung dan sosialisai politik langsung (MochtarsMed, 1997: 34). Sosialisasi politik
bersifat langsung apabila melibatkan komunikasormiasi, nilai-nilai, atau perasaan-
perasaan mengenai politik secara eksplisit. Malejgran Pendidikan kewarganegaraan
di sekolah-sekolah merupakan contoh dari sosialispslitik langsung. Sedangkan
sosialisasi politik tak langsung sangat kuat bgdang di masa anak-anak sejalan
dengan berkembangnya sikap penurut atau pembang&draglap orang tua, guru, dan
teman, yaitu sikap-sikap yang cenderung mempengaikdp di masa dewasa terhadap
pemimpin-pemimpin politiknya dan terhadap sesam@aaegara.

Politik yang dilakukan melalui sekolah merupakagiéa dari sosialisasi politik.
Ada tipe sosialisai politik langsung dan tidak lamgg. Tipe sosialisasi politik langsung
terdiri atas: imitation, anticipatory socialization, political edation, dan political
experience Sedangkan tipe sosialisasi politik todak langsterdiri dari:interpersonal

transferece, appereniceship, generalization.

1. Imitation adalah sosialisasi politik dengan model menirud®ani paling banyak
dilakukan, baik oleh orang yua, muda, pandai ataupadoh. Yang ditiru bisa
berupa tingkah laku politik, ketrampilan politikadfapan-harapan politik serta
sikap politik. Modal dasar untuk dapat melakukatajae politik dengan metode
meniru adalah mobilisasi dan komunikasi. Contohkaareak pada umumnya
memilih partai politik meniru pilihan orang tuanya.

2. Anticipatory Socializationmetode ini pada dasarnya dengan cara menyiapkan
diri tentang peran politik yang diinginkan. Misaih orang tua atau guru dapat
mendefinisikan peranan warga negara yang baik, ngghi anak dapat
mengantisipasi peran yang dituntut oleh sistentigaiasionalnya.

3. Political Education, metode ini dilakukan dengan dialogis, terbuka,ores.

Contohnya di sekolah lewat Pendidikan Kewarganegardujuannya untuk



mewujudkan "good citizen”. Dilakukan dengan pendakadlmiah bukan dengan

cara indoktrimasi.

4. Political Experiance Metode ini menekankan adanya kontak politik lamgs
dengan pejabat yang membuat keputusan.

5. Interpersona TransferencePengalaman hubungan pribadi dengan orang tua
dalam keluarga, ataupun dengan guru di sekolam @danjadi pengalaman anak
kelah berhubungan dengan figur penguasa.

6. Apperenticeshigmagang). Aktivitas-aktivitas non-politik akan dipdang sebagai
praktek magang untuk aktivitas politik. Misalnyatigitas dalam kepramukaan,
aktivitas di oraganisasi sekolah, dan organisasaggarakatan adalah bentuk
penting dalam pembelajaran politik.

7. Generalization. Nilai-nilai umum yang dianut masyarakat memainkagran
penting dalam membentuk budaya politidalam suatsyarakat. (Cholisin, 2000:
6.7).

Sekolah sebagai agen sosialisasi politik memegengnan penting. Meskipun
tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan sosalipolitik lewat sekolah dipengaruhi
agen-agen yang lain. Namun sosialisasi politik tesekolah sering dinyatakan lebih
bermakna dibandingkan melalui agen=agen yang I|&irena sekolah memiliki
karakteristik antara lain: terpogram, dan sistesn&rena menggunakan kurikulum.
Sekolah memiliki karakteristik tempat berinteraksinorientasi politik yang telah
diperoleh dalam sosialisasi politik lewat agen ydaigp. Sehingga dalam sosialisasi
politik di sekolah, dapat bersifat mempertajam da@mperluas orientasi politik yang

telah dimiliki peserta didik.

Politik Pendidikan

Ada empat definisi mengenai politik pendidikdPertama, politik pendidikan
adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk memndapsan pendidikanKedua,
politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimanjuan pendidikan dapat dicapai.
Ketiga, politik pendidikan berbicara mengenai metode untoencapai tujuan
pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijgkamerintah, partisipasi msyarakat,
dan sebagainyaKeempat, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana



pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusiandsth yang berkualitas,
penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yenkgriakter (Supriyoko dalam Al
Mahmudi Amnur Konfigurasi Politik Pendidikan Nasiona¥ogyakarta Pustaka Fahima,
2007, hal 5).

Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endquditik negara, penjabaran
dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistazndepsi rakyat mengenai bentuk negara
dalam sistem pendidikan (Kartini Kartofiinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan
Nasiona) Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1977. him 28). rAntatanan politik suatu
bangsa dan sistem pendidikan terjaditually reinforcimg. Politik pendidikan bertujuan
untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan dembpagunan bangsa yang lebih baik
ke depan (George F. Kneller, Foundation of Edunatiew York: John Wiley and Sons,
him. 128).

Politik pendidikan menjadi panduan utama perjatapandidikan kebangsaan.
Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, makaskp pendidikan yang akan
dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunasegoyang tepat, kuat, dan kokoh.
Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidjiea@y mencerahkan. Dapat
menghasilkan  produk-produk  pendidikan yang beitagl dan dapat
dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual,puasosial. Bagi pemerintah, selaku
pemegang kebijakan pendidikan, politik pendidikarakan mnembuat kebijakan

pendidikan lebih beradab dan mencerahkan.

Hubungan Palitik dan Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penti@grd sistem sosial politik di
setiap negara, baik negara maju maupun negararneskey. Keduanya sering dilihat
sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu kamadak memiliki hubungan apa-
apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam prosebemekan karakteristik
masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, kedaaatu sama lain saling menunjang
dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan prosesidiesual berperan penting dalam
membentuk perilaku politik masyarakat di negarssdeut. Begitu juga sebaliknya,
lembaga-lembaga dan proses pendidikan di suatua@gambawa dampak besar pada

karakteristik pendidikan di negara tersebut. Addumgan erat dan dinamis antara



pendidikan dan politik disetiap negara. Hubungasetaut adalah realitas empiris yang
telah terjadi sejak awal perkembangan peradabamusiamlan menjadi perhatian para
ilmuwan.

Di Barat, kajian tentang hubungan antara pendmdittan politik dimulai oleh
Plato dalam bukuny&epublic Menurut Plato, “Para filsuf memiliki otoritas teggi,
para pengawas berpendidikan menengah bertindalgaekakuatan militer dan polisi,
dan mereka yang memasok kebutuhan ekonomi negamanmpati status terendah di
antara semuanya. Pendidikan harus disesuaikarasesamat dengan reproduksi sistem.
Kelas yang lebih rendah dididik untuk patuh darakigkan dengan mitos-mitos politik
bahwa status mereka itu terbentuk oleh sebab-sshatiah (M Sirozi, 2001: 1)

Walaupun utamanya membahas berbagai persoalamdeaa, buku tersebut
juga membahas hubungan antara ideologi dan instiégggra dengan tujuan dan metode
pendidikan. Berikut ini adalah kesan mendalam AlBloom (Allan Bloom 1987,
Closing of the American MindNew York: Simon and Schuster, hal. 380). Plato
mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalalayh Helenik, sekolah adalah
salah satu aspek kehidupan yang terkait dengaralganlembaga politik. la menjelaskan
bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atagidiksn di tangan kelompok-
kelompok elite yang secara terus menerus mengkekaasaan politik, ekonom, agama,
dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubudgzamis antara aktivitas
kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya sealilkan dua sisi dari satu koin, tidak
mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan atngkalisis Plato tersebut telah
meletakkan fundamental bagi kajian hubungan polddn pendidikan di kalangan
ilmuwan generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (Allan Bla®87, Closing of the
American Mind.New York: Simon and Schuster, hal. 380). mengaté&ducation and
politics are inextricably linked”(pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dildgay).
Hubungan timbal balik antara pendidikan dan polddpat terjadi melalui tiga aspek,
yaitu pembentukan sikap kelompok, masalah pengaaggdan peranan politik kaum
cendekia. Kesempatan dan prestasi pendidikan padtu skelompok masyarakat,
menurut mereka, dapat mempengaruhi akses kelomgrskbut dalam bidang sosial,

politik, dan ekonomi. Perbedaan signifikan antdshgai kelompok masyarakat yang



disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dipada distribusi kekuasaan politik
dan ekonomi dan kesempatan kerja, khususnya patta pelayanan publik. Di negara-
negara pascakolonial, kelompok masyarakat yang apatgrivelesependidikan lebih
mampu melakukan konsolidasi kekuatan, lalu muncenhjadi kelompok penguasa yang
menguasai partai-partai politik dan sektor pelagyapablik. Priveleseatau diskriminasi
pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan buataysagama.

Besarnya peran sistem persekolahan dalam merwnuk&lonialisme terlihat
jelas dalam pengalaman bangsa Indonesia. Padaisgtkebijakan politik pemerintah
kolonial, politik etis, misalnya, telah memperluasses pendidikan bagi kaum pribumi,
khususnya para aktivis nasionalis. Pada sisi lzhkal pendidikan yang diperoleh telah
memperluas wawasan sosial politik mereka dan pa@dé gang sama memperkuat
sentimen kebangsaan mereka. Wawasan dan sentifhbangsaan itulah yang kemudian
memacu aktivitas politik mereka dan menumbuhkan asgjait perlawanan mereka
terhadap pemerintah kolonial pada waktu itu.

Pemerintah kolonial pada waktu itu tentu saja &g bahwa bekal pendidikan
yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas tokakeh pribumi. Namun, kenyataan
berkata lain, tokoh-tokoh tersebut justru berkengb@aenjadi figur utama dalam gerakan
nasionalis yang menggugat kolonialisme. Inilah yéegadi pada sosok Bung Karno,
Bung Hatta, Bung Tomo dan tokoh-tokoh nasionalianiga. Terlepas dari berbagai
implikasi sosial politik yang menyertainya, pengasm pendidikan dan kiprah politik
tokoh-tokoh nasionalis tersebut mempertegas eratoyangan antara pendidikan dan
politik.

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujuedddlam berbagai bentuk yang
berbeda-beda, sesuai karakteristik seting sosiltikpdi mana hubungan itu terjadi.
Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satyana&sit ke masyarakat lain. Dalam
suatu masyarakat hubungan tersebut bisa saja darggadan riil, dan dalam masyarakat
lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tdaka. Pada hubungan antara
pendidikan dan politik di negara-negara berkembzerbeda-beda dari suatu masyarakat
ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang Ipbritif, yang berdasarkan pada
basis kesukuan misalnya, adalah lazim bagi oraagdari satu suku memainkan dua

peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pekdMéreka membuat keputusan-



keputusan penting dan memastikan bahwa keputusandiimplementasikan dan
diterapkan. Mereka juga mempersiapkan generasi numdiak memasuki kehidupan
dewasa dengan mengajarkan mereka teknik-teknikubgrldan mencari ikan, metode
berperang dan sebagainya. Mereka juga menanan&aa generasi muda mereka
kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempeksaia mereka untuk berperan secara
politik.

Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorien&siologi, dan mengadopsi
nilai-nilai dan lembaga Barat, pola hubungan anpanadidikan dan politik berubah dari
tradisional ke pola modern. Di banyak negara belasrg, dimana pengaruh modernisasi
sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan politikumnya sama dengan pola
hubungan politik dan pendidikan di negara-negaratB#da satu perbedaan bahwa di
negara-negara berkembang yang lebih maju, pendididenal memainkan peran yang
sangat penting dan nyata dalam mencapai perubalitik, glan dalam proses rekrutmen
dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. [Bbagian negara maju, pendidikan
berada dalam arus utama kehidupan politik nasidaal menjadi isu penting dalam
wacana politik. Di negara-negara lain, persoaldnj&kan pendidikan kurang mendapat
perhatian atau bukan merupakan topik yang handatdaacana publik.

Dalam masyarakat modern pada umunya, pendidikafaladkomoditi politik
yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembagalp@m memiliki aspek dan wajah
politik yang banyak, serta memiliki beberapa furgsnting yang berdampak pada sistem
politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Bra masyaraakat modern pendidikan
merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah. Pé&adicublik bersifat politis karena
dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kriddsl pemerintah. Karena besarnya
nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikamka berbagai faktor politis yang
tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut meggpehi bagaimana kontrol
terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kemjgiendidikan dibuat. Sebagai
wilayah tanggung jawab pemerintah, pendidikan geriipaksa menyesuaikan diri
dengan pola-pola administrasi umum dan norma-nogaag berlaku. Akibatnya
pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pem&h. Seperti pemerintah membiayai
dan mengontrol bidang-bidang lainnya, seperti patg kesehatan, atau pelayanan

sosial.



Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikanpoétik serta aspek-aspek
publik lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bglapendidikan pada umumnya
merefleksikan pandangannya tentang masyarakatkdgakinan politiknya. Masing-
masing pemerintah menempatkan prioritas pendidyeany berbeda-beda, dan menyukai
kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangasamddan kepentingan-kepentingan
mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuatj&iedin-kebijakan pendidikan atas
dasar pertimbangan-pertimbangan politik. Keputdsgnitusan tentang pendidikan
sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan ydimgdapi oleh pemerintah. Sekolah-
sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga pendidiemeri merupakan sektor publik
yang paling terpengaruh oleh penerapan sistemipdhi tidak berarti bahwa lembaga-
lembaga pendidikan nonpemerintah tidak terpengareh keputusan-keputusan dan
kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolablskeknonpemerintah sangat
tergantung pada subsidi negara, maka untuk meridapatibsidi pemerintah, sekolah-
sekolah nonpemerintah tersebut sering kali dihamislolehn pemegang otoritas
pendidikan untuk memenuhi beberapa persyaratan géetapkan oleh pemerintah,
seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolaleyombak kurikulum, kriteria
pengangkatan guru, prosedur pengelolaan danaafaakreditasi, tidak memasukkan
bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pedaj tertentu, menggunakan seragam
sekolah, melaksanakan upacara tertentu dan selagain

Sekolah-sekolah nonpemerintah yang sangat temggupada izin dan subsidi
pemerintah tidak punya banyak pilihan selain memgilsemua persyaratan yang
ditetapkan oleh pemerintah, walaupun dengan beigitik sedikit dari sekolah-sekolah
tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpdésadari visi, misi, dan tujuan awal
pendiriannya. Di banyak negara, terutama di negagara berkembang, sangat sedikit
sekolah nonpemerintah yang dapat meloloskan diri gaat politik pendidikan
penguasa. Di Indonesia, acungan jempol pantasikiiipepada pimpinan Pondok Modern
Gontor karena ketegaran mereka untuk tidak mau ikatndperbagai persyaratan yang
dituntut oleh otoritas pendidikan di negeri ini.dlalari ketegaran tersebut sangat jelas,
sementara banyak sekolah-sekolah dan pondok pesantmpemerintah “kehilangan
identitas” dan terjebak ke dalam uniformitas pdik@din yang diterapkan oleh otiritas

pendidikan di tanah air. Selain itu, Pondok Mod@ontor adalah salah satu dari sedikit



institusi pendidikan di tanah air yang mendapatgp&oan internasional. Banyak sudah
lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor yang ditedimUniversitas Al-Azhar Mesir,
dengan kewajiban mengikuti matrikulasi yang sangatm.

Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatankuasaan, dan otoritas dalam
masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusanatfaentang alokasi sumber daya
dan nilai-nilai sosial (Harman, 1974. Conceptuad dmeoritical Issues. In J.R Hough
(ed) Educational Policy: An International Surveyndon: Croom Helm.hal. 9), maka
jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebhbehis politik. Semua lembaga
pendidikan, baik pemerintah maupun nonpemerintaland batas-batas tertentu tidak
terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputyesag disertai otoritas dan yang dapat
diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan tersedwibat dalam praktik kekuatan,
kekuasaan, dan otoritas. Dengan kata lain, pditilah bagian dari paket kehidupan
lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Badrifl971), lembaga-lembaga
pendidikan dapat dipandang sebagai sistem-sistditikpmikro, yang melaksanakan
semua fungsi utama sistem-sistem politik. Tenta séfivitas politik di sebuah sekolah
dasar yang kecil dalam banyak hal kurang pentibgrdiingkan dengan aktivitas politik
di Departemen Pendidikan. Namun, pada hakikatnyevit@s politik di dua lembaga
pendidikan tersebut sama saja jenisnya. Sebuahusgruyang dibuat dalam rapat guru
sekolah mengimplementasikan sebuah program peagdparu sama politisnya dengan
sebuah keputusan yang dibuat oleh Departemen Riediddalam rangka
mengalokasikan sejumlah dana bantuan untuk sekelblah tertentu. Hal ini
menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalahhdiiayang berhubungan erat dan
saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagaiekaspendidikan senantiasa
mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebgkk setiap aktivitas politik ada

kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Teori Hegemoni

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (dalam Nezar Aadi, 1999) dikemukakan
selama negara dengan kekuatan represif, negaranggeunya juga menjalankan
kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu nggangkan kekuasaannya. Salah

satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Lembagadianggap sangat strategis



karena memiliki fungsi utama dalam mentransfornasikegenap pengetahuan kognitif
(cognitive knowledge nilai-nilai (valueg, dan keterampilanskill), kepada pada peserta
didik. Muatan-muatan kognitif dan nilai-nilai inlasesungguhnya dapat dimasuki dan
diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (pexsgu negara) yang selanjutnya
lembaga pendidikan/persekolahan dipaksa untuk di@rseenanamkan muatan ideologi
dan kepentingan negara.

Hegemoni negara menunjukkan pada sebuah kepemimpizia suatu penguasa
negara yang mendominasi. Supremasi kelompok ini upslkan diri dalam dua cara
sebagai “dominasi” dan sebagai kepemimpinan inteéékdan moral. Di satu pihak,
sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-keldnguamsisi untuk menundukkan
mereka, bahkan dengan menggunakan alat-alat kekuditéain pihak, kelompok sosial
memimpin kelompok kerabat dan sekutu mereka (Gradadam Nezar dan Andi, 1999).
Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominaatik&k dia mempraktekkan
kekuasaan, bahkan ketika dia memegang kekuasahmitgnunjukkan suatu totalitas
yang didukung oleh kesatuan dua konsep: Kepemimpidaection) dan dominasi
(dominancg Pertama dominasi dijalankan atas seluruh lawan (oposissuh), dan
kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-seKetlug kepemimpinan adalah
suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatur negat@) dalam pengertian sempit
kekuasaan pemerintahaan. D&etiga sekalipun kekuasaan negara dapat dicapai, dua

aspek supremasi, yaitu kepemimpinan/pengarahadatamasi, terus berlanjut.

"Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 1999) mengakui kbmhdalam masyarakat
memang selalu ada yang memerintah dan yang digkriBertolak dari kondisi ini,
beliau melihat, jika pemimpin akan memerintah dengéektif, maka jalan yang
dipilih adalah meminimalisasi resistensi rakyat #@nsamaan dengan itu pemimpin
harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yapeyirtah. Secara ringkas
Gramsci memformulasikan sebuah kalimat, “bagaimaasanya menciptakan

hegemoni”.
Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yangadidaplalui mekanisme

konsensus ketimpangan melalui penindasan terhaelag kosial lainnya. Ada berbagai

cara yang dipakai misalnya melalui institusi yamlg @i masyarakat yang menentukan



secara langsung atau tidak langsung struktur-strikignitif dari masyarakat. Karena itu
hegemoni pada hakekatnya adalah upaya menggiriaggomenilai dan memandang
problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.

Dalam konteks ini Gramsci merumuskan konsepnya yaagijuk pada pengertian
tentang situasi sosial politik, dalam terminologirfynomen” di mana filsafat dan praktek
sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbammginBsi merupakan konsep dan
realitas yang menyebar melalui masyarakat dalanuatebdembaga dan manifestasi
perseorangan, pengaruh dari “roh” ini membentukatitas, adat, religi, prinsip-prinsip
politik, dan hal-hal yang menunjukkan pada morakgémoni selalu berhubungan
dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kefaodifVilliams, 1960).

Hegemoni juga menunjuk pada kedudukan ideologis &l lebih kelompok atau
kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi damnya (Bellamy, 1990). Sebagai
contoh kapitalisme masih bertahan karena buruh rnmeaekeadaan umum tersebut,
dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatditik tak perlu untuk
mempertahankan kekuasaan. Sebab para anggota ypmgpid (kelompok yang
terhegemoni) mengikuti kemauan penguasa tanpaldiiga

Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap kelas yakgaddi, sesungguhnya
dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Granetiidara tentang konsensus, ia
selalu mengkaitkan dengan spontanitas bersifatologils yang mencakup berbagai
penerimaan aturan sosio politis ataupun aspek-asgigkan yang lain. Tataran
hegemonis, tidak perlu masuk ke dalam institusnflaga) ataupun praktek liberal sebab
hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalimandalam arti ketat. Femia (via
Hendarto, 1993) menangkap tiga kategori penyesugng berbeda yang dikemukakan
Gramsci, yaitu karena rasa takut, karena terbidan, karena persetujuan. Tipe yang
terakhir inilah yang kemudian disebutnya sebagajdrdeni. Adapun ketiga kategori itu
meliputi: (1) Orang menyesuaikan diri mungkin karetakut akan konsekuensi-
konsekuensi bila tidak menyesesuaikannya. Di sionfdrmitas ditempuh melalui
penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan; @)gOmenyesuaikan diri mungkin
karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan-cara tertentu. Konformitas dalam hal
ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleledam hal bentuk aktivitas yang tetap,

sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertdan jarang dimungkinkan untuk



menolak; (3) Konformitas yang muncul dari tingkatkd mempunyai tingkat-tingkat

kesadaran dan persetujuan dengan unsur terteaton ciahsyarakat.

Pendidikan dan Hegemoni Negara

Pendidikan di Indonesia telah begitu lama terhegenadeh negara, hampir
seluruh perangkat yang berkaitan dengan prosesanbgaus dikontrol negara. A Waidl
(2000) dalam tulisannya mengungkapkan ada bebdrap@k kontrol negara terhadap
pendidikan. Bentuk hegemoni itu antara lain lel@itrol terhadap sistem pendidikan,
kurikulum, dan guru. Bahkan negara sering ikut ragvasi diskusi-diskusi dan segala
bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan civitas akatk@ termasuk mahasiswa. Jika
momen ilmiah dianggap mengganggu berlangsungnyaakalan, negara akan langsung
turun tangan menertibkan. Walaupun kondisi saasddlikit demi sedikit telah terjadi
perubahan sejak reformasi dan pergantian beberapalek pemerintahan, namun
hegemoni negara yang begitu kuat dan dalam teldantam dalam dunia pendidikan
masih susah untuk dilepas, karena menjadi bagiartidgkah laku mereka yang ada di
dalamnya. Seperti yang dikemukakan Femia (Hend&@83) pada awalnya kebijakan-
kebijakan tersebut dilaksanakan karena ada penekdaa sanksi yang menakutkan,
kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya meRgshdaran akan suatu konsensus

yang harus dijalankan. Inilah yang disebut olehn@&@ sebagai Hegemoni Negara.

"Pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan datsjarahnya selalu berhubungan
dengan kekuatan negara. Meskipun keduanya mengakymbahan dalam periode
sejarah, namun keduanya selalu menjalani persinggunbaik mengarah kepada
bentuk persinggungan yang bersifat sinergis ataupenbentuk eksploitatif.
Persinggungan antar keduanya bersumber dari sutatgite ideal masyarakat dan
pendidikan yang hendak dibangun, itulah sebabnyalig&an yang dilaksanakan
banyak diwarnai oleh corak ideologi suatu negara”.

Ketika penguasa menggunakan idologi untuk membekégatuhan masyarakat,
maka ideologi tersebut telah berubah menjadi hegentegemoni merupakan bentuk
penguasaan kepada masyarakat melalui cara-caratigikgdisadari oleh masyarakat.
Kepatuhan itu dibangun melalui nilai-nilai moraang diciptakan negara (penguasa) dan

ditanamkan dengan cara-cara intelektual, sehinggsyanakat tanpa sadar mematuhi



sebagai bentuk konsensus atau kontrak sosial dgmdipan bersama. Menurut Gramsci
pendidikan dan mekanisme kelembagaan seperti $ekphktai-partai politik, media
massa menjadi “tangan-tangan” kelompok elite yamgkumsa untuk menentukan
ideologi yang dominan yang menjadikan masyarakbetgEmoni.

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lamaasakan hegemoni negara
tersebut, terutama pada masa Orde Baru. Banyak ditmleukan negara mulai dari
undang-undang, kurikulum yang tersentralisasi ddéwad ahli yang dipilih negara,
membina dan mendisiplinkan guru agar loyal padaaregsampai peran negara
menginteli kegiatan dan aktivitas di lembaga peikdid walaupun reformasi telah
muncul ternyata sulit untuk merubahnya dengan cepat
Pendidikan dan Kebijakan Negara

Ideologi yang dipakai suatu negara akan mempehgadeologi yang dipakai
oleh lembaga pendidikan, yang kemudian berkembapada paradigma pendidikan
yang dianutnya. Pada dasarnya pendidikan berparagas strategis bagi pembangunan
suatu bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh JohBo€k (dalam Zamroni, 2001)
bahwa peran pendidikan antara lain: (1) Memasy#takadeologi dan nilai-nilai sosio-
kultural bangsa; (2) Mempersiapkan tenaga kerjaukuntnemerangi kemiskinan,
kebodohan, dan mendorong perubahan sosial; dddn{Bk merasakan kesempatan dan
pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsk gméndidikan dan dua peran
lainnya merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peran pendidikan dalam pembangwmasional muncul dua
paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil ké&hija dalam pengembangan
kebijakan pendidikan yaitu paradigma fungsional gamadigma sosialisasi. Paradigma
fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kenaskdikarenakan masyarakat tidak
mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuamampuan, dan sikap
modern. Menurut pengalaman negara-negara di Barahaga pendidikan formal sistem
persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkagetahuan, melatih
kemampuan dan keahlian, serta menanamkan sikap rmoplgra individu yang
diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukthunpikkan adanya kaitan yang
erat antara pendidikan formal seseorang dan paasisiya dalam pembangunan.

Perkembangan lebih lanjut muncul, tesilaman Investmentyang menyatakan bahwa



investasi dalam diri manusia lebih menguntungkaamitiki economic rate of return

yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasamiabidang fisik.

pendidikan dalam pembangunan adalah (1) Mengembanki&mpetensi individu; (2)
Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukatukmmeningkatkan produktivitas; dan
(3) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga na&ksyadan semakin banyaknya
warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan rgkatkan kehidupan masyarakat
secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkauigma sosialisasi ini, pendidikan
harus diperluas secara besar-besaran dan menyekatah suatu bangsa menginginkan
kemajuan.

Paradigma fungsional dan paradigma sosialisaa telelahirkan pengaruh besar
dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua Haértama telah melahirkan
paradigma pendidikan yang bersifat analitis mekadeisgan mendasarkan pada doktrin
reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melieaididikan sebagai barang yang
dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu derayam Igin. Mekanis melihat bahwa
pecahan-pecahan atau bagian-bagian yang tersemilikn&eterkaitan linier fungsional,
satu bagian menentukan bagian yang lain secarauaggAkibatnya, pendidikan telah
direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-sempkie&il yang satu dengan yang lain
menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikuldaredit SKS, pokok bahasan,
program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah, ddrankdatihan. Suatu sistem
penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikargaterserpihan-serpihan tersebut,
seperti nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rakai, ijjazah.

Paradigma pendidikaninput-output telah menjadikan lembaga pendidikan
(sekolah) bagaikan proses produksi (Zamroni, 200iLyid diperlakukan bagaikaraw-
input dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitdgperlakukan sebagai
instrumental inputJikaraw-inputdaninstrumental inpubaik, maka akan menghasilkan
proses yang baik dan akhirnya baik pula produk ygihgsilkan. Kelemahan paradigma
pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia mikal diperlakukan sebagai sistem
yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa lsrgfarsial, bagian mana yang
dianggap tidak baik. Asumsi tersebut dapat dikatajeuh dari realitas kebenaran.

Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yangndasarkan pada paradigma



pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sedilmmngan realitas. Paradigma
pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihatdgikan sebagai bagian dari proses
kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua paradigma pengambilan kebijakan pemerintah mé@ad pendidikan
sebagaiengine of growth penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak
pembangunan maka pendidikan harus mampu menghagikantion dan innovation
yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar rkab#an melaksanakan
fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dataratu lembaga pendidikan sistem
persekolah, yang bersifat terpisah dan beradaadi @inia yang lain, khususnya dunia
ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutanpdaentu perkembangan dunia
yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkeg#ma ekonomi menentukan
perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikamdl inilah berbagai ide dan
gagasan akan dikaji, berbagai teori akan diuji,bbgai teknik dan metode akan
dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai kemiampuan akan dilatih. Sesuai
dengan peran pendidikan sebagagine of growthdan penentu bagi perkembangan
masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yanggatipat adalalingle track dan
diorganisir secara terpusat, sehingga mudah diaralkituk kepentingan yang sesuai
dengan ideologi dan kebijakan penguasa negara.
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